
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.276, 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Dana Alokasi 
Khusus. Keselamatan Transportasi Darat. 
Petunjuk Teknis. 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM. 9 TAHUN 2013 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS 

BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan telah mengatur mengenai 
Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan yang 
merupakan bagian dari program prioritas nasional 
dan menjadi urusan daerah pada daerah tertentu; 

b. bahwa kegiatan bidang keselamatan transportasi 
darat merupakan salah satu program prioritas 
nasional yang menjadi urusan daerah yang telah 
disediakan Dana Alokasi Khusus; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 
Bidang Keselamatan Transportasi Darat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta 
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5221); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5317); 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011;  

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 
Tahun 1993 tentang Marka Jalan; 

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 
Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 
60 Tahun 2006;  
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11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 
Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 
Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor; 

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 
Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman 
Pemakai Jalan; 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 
Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas di Jalan; 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perhubungan;  

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI 
KHUSUS BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI 
DARAT. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat yang 
selanjutnya disebut DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat, 
adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan 
untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah 
dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai 
kebutuhan sarana dan prasarana bidang keselamatan transportasi 
darat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong 
percepatan pembangunan daerah. 

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 

5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.  
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Pasal 2 

Pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan teknis terhadap 
kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Keselamatan Transportasi 
Darat berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang 
Keselamatan Transportasi Darat. 

Pasal 3 

(1) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat dialokasikan untuk 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.  

(2) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat untuk pemerintah 
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan 
untuk pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas 
jalan meliputi:  

a. marka jalan; 

b. rambu lalu lintas; 

c. pagar pengaman jalan; 

d. alat pemberi isyarat lalu lintas; 

e. delineator; 

f. paku jalan, dan/atau 

g. cermin tikungan. 

(3) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat untuk pemerintah 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
digunakan untuk:  

a. pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan 
meliputi: 

1. marka jalan; 

2. rambu lalu lintas; 

3. pagar pengaman jalan; 

4. alat pemberi isyarat lalu lintas; 

5. delineator;  

6. paku jalan; dan/atau 

7. cermin tikungan; dan/atau 

b. pengadaan, peningkatan, atau perawatan peralatan pengujian 
berkala kendaraan bermotor. 
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